
BUPATI MALUKU TENGAH 

PROVINSI MALUKU 
 

 

PERATURAN DAERAH MALUKU TENGAH 

NOMOR  1  TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN  IKAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI MALUKU TENGAH, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 127 huruf c Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi 

Tempat Pelelangan Ikan;  
   

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam 

Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958  Nomor 111, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           

Nomor 1645); 

  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004        

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor  4433), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           

Nomor  5073); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak  

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  5049); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
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6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020        

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung 

Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6622); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri    

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
 

 

Dengan persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH 

Dan 

BUPATI MALUKU TENGAH 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT 

PELELANGAN IKAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah; 
 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
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3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota 

dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah; 

4. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah; 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Maluku Tengah; 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Maluku Tengah; 

7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur 

pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah; 

8. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Maluku 

Tengah; 

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten 

Maluku Tengah; 

10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan 

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan 

lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan 

sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu 

sistem bisnis perikanan. 

11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada 

pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha 

dan/atau kegiatannya. 

12. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain 

yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, 

mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, 

pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, 

dan penelitian /eksplorasi perikanan.  

13. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk 

menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, 

mendinginkan, dan atau mengawetkan ikan. 

14. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palka 

dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, 

memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, 

mendinginkan, dan atau mengawetkan ikan.  

15. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan 

dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu 

sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem 

bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal 

Perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan 

yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan 

kegiatan penunjang Perikanan. 

16. Nelayan adalah Setiap Orang yang Mata pencahariannya 

melakukan penangkapan ikan. 
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17. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya 

melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari, baik yang menggunakan Kapal Penangkap 

Ikan maupun yang tidak menggunakan Kapal Penangkap 

Ikan. 

18. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang 

dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun 

berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan 

internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat 

keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, 

dan perkembangan masa kini dan masa depan untuk 

memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.  

19. Standarisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, 

menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan 

mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan 

bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. 

20. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah 

Tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah               

yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyelenggarakan 

pelelangan ikan. 

21. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut 

retribusi adalah pembayaran atas penyediaan TPI yang 

dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah termasuk 

fasilitas lainnya yang disediakan di TPI. 

22. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau 

sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan 

perairan. 

23. Penyelenggara pelelangan Ikan adalah Pemerintah Daerah 

atau pihak ketiga yang melaksanakan penyelenggaraan 

pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan sesuai dengan 

peraturan perundang –undangan yang berlaku. 

24. Penyelenggaraan pelelangan ikan adalah kegiatan untuk 

melaksanakan pelelangan ikan di TPI mulai dari penerimaan 

ikan, penimbangan, lelang ikan, sampai dengan pembayaran. 

25. Juru lelang adalah orang yang dipercayakan untuk 

melakukan penjualan terbuka dengan penawaran harga 

secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau 

menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului 

dengan pengumuman lelang. 

26. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah 

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau badan. 
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27. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 

Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan. 

28. Retribusi tempat pelelangan ikan adalah pembayaran atas 

tempat pelelangan ikan yang diambil atau dikelola oleh 

Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. 

29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 

menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan 

untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut 

atau pemotong retribusi. 

30. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 

merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk 

memanfaatkan izin pelelangan ikan. 

31. Surat Pendaftaran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat 

disingkat SPRD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib 

retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib 

retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi 

yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan 

Retribusi Daerah. 

32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat 

disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan 

besar jumlah retribusi yang terutang. 

33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang 

selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang 

menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena 

jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang 

atau seharusnya tidak terutang. 

34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 

STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan 

atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 

35. Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK 

adalah surat keputusan keberatan terhadap SKRD atau 

dokumen lain yang dipersamakan yang diajukan oleh Wajib 

Retribusi. 

36. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan 

pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau 

kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi 

atau Badan. 

37. Pemungutan adalah Suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, 

penentuan basarnya Pajak atau Retribusi yang terutang 

sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada wajib 

pajak atau wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 

38. Bendahara Penerima adalah Bendahara penerima pada Dinas 

Perikanan Kabupaten Maluku Tengah. 

 

 

 



6 

 

39. Pembantu Bendahara Penerima adalah Personil Dinas 

Perikanan yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan 

menyetorkan hasil pungutan retribusi kepada bendahara 

penerima Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah. 

40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 

mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan 

lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan 

kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan daerah ini. 

41. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu 

dilingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang 

khusus sebagai penyidik guna melakukan penyidikan tindak 

pidana. 

42. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah 

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil Daerah, yang  selanjutnya disebut penyidik, untuk 

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 

membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah 

yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

43. Objek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah penyediaan 

tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh 

Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan pelelangan ikan 

termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang 

disediakan di tempat pelelangan. 

44. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha 

yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang 

tertentu. 

45. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik 

yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan 

hukum. 

46. Peserta lelang adalah orang atau sekelompok orang yang 

mengikuti proses dan mekanisme pelelangan ikan dengan 

cara menawarkan secara bebas sampai didapatkan 

penawaran harga tertinggi.  

47. Mekanisme lelang adalah merupakan  kegiatan pemasaran 

pertama kali saat hasil tangkapan Kapal Perikanan didaratkan 

di Pelabuhan Perikanan Penawaran secara bebas dan 

meningkat adalah Pelaksanaan dengan cara juru lelang 

menetapkan harga dasar tertentu, kemudian peserta lelang 

dapat menyampaikan penawaran harga tersebut secara bebas 

sampai didapatkan penawaran harga tertinggi.  
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BAB II 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

Pasal 2 

Setiap penyediaan TPI oleh Pemerintah Daerah dipungut 

retribusi dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Ikan. 

 

Pasal 3 
 

(1) Objek Retribusi adalah penyediaan TPI yang secara 

khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk 

melakukan pelelangan ikan dan fasilitas lain yang 

disediakan di TPI. 

(2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah tempat yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah 

dari pihak lain untuk dijadikan sebagai TPI. 

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang 

disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, 

BUMD, dan pihak swasta. 

 

Pasal 4 
 

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan 

yang menggunakan/menikmati jasa penyediaan TPI 

dan fasilitas lain yang disediakan di TPI. 

(2) Dikecualikan dari Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) yaitu kepada nelayan kecil. 

 

BAB III 

GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 5 

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan digolongkan sebagai Retribusi 

Jasa Usaha. 

 

BAB IV 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal 6 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan presentase nilai 

hasil pelelangan ikan. 
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BAB V 

PRINSIP YANG DIANUT DALAM  

PENETAPAN STRUKTUR, BESARNYA DAN   
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI 

Pasal 7 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur  dan 

besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk 

memperoleh keuntungan  yang  layak, untuk 

membiayai penyelenggaraan pelelangan ikan dan 

upaya peningkatan pendapatan daerah.  

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : 

a. pemeliharaan TPI; dan 

b. penyelenggaraan pelelangan ikan.  
 

BAB VI 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

Pasal 8 

(1) Besar retribusi atas jasa penyelenggara tempat pelelangan 

ikan ditetapkan sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari 

harga transaksi penjualan ikan. 

(2)  Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut 

dengan perhitungan : 

 a. sebesar 1,5% dari penjual/pemilik; dan 

 b. sebesar 2 % dari pembeli/ pemenang lelang. 
 

BAB VII 

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI 

Pasal    9 

(1)  Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama       

3 (tiga) tahun sekali. 

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada       

ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan 

perkembangan perekonomian. 

(3) Perubahan tarif retribusi sebagai akibat peninjauan tarif 

retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati. 

BAB VIII 

WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 10 

Retribusi yang terutang dipungut di dalam wilayah Kabupaten 

Maluku Tengah di tempat objek retribusi berada. 
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BAB IX  

MASA RETRIBUSI 

Pasal 11 

Masa Retribusi adalah saat dilakukannya kegiatan 

pelelangan ikan di TPI. 
 

 

BAB X 

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,  

ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN 
 

Bagian Kesatu  

Penentuan Pembayaran  

Pasal  12 
 

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau 

dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat berupa karcis,  kupon dan kartu 

langganan. 

(3) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus setelah 

lelang. 

(4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD 

atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 

Bupati. 

 

Bagian Kedua  

Tempat Pembayaran  

Pasal  13 

(1) Pembayaran retribusi dilakukan di TPI atau bendahara 

penerima pada Instansi sesuai waktu yang ditentukan 

dalam SKRD. 

(2)  Dalam hal pembayaran dilakukan melalui bendahara 

penerima pada Instansi, hasil penerimaan retribusi 

disetor ke Kas Daerah paling lama 1 X 24 (satu kali 

dua puluh empat) jam. 

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, 

tempat pembayaran dan penyetoran retribusi diatur 

dengan Peraturan Bupati. 
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Bagian Ketiga 

Angsuran dan Penundaan Pembayaran  

Pasal 14 

(1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus 

untuk 1 (satu) kali masa retribusi. 

(2) Pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan cara 

diangsur atau dilakukan penundaan pembayaran 

dalam 1 (satu) masa retribusi. 

(3) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilakukan dalam hal terjadi keadaan kahar. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, 

tempat pembayaran, penyetoran, angsuran dan 

penundaan pembayaran retribusi diatur dengan 

Peraturan Bupati. 

 

BAB XI 

SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 15 

 

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada 

waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi 

administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) 

setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau 

kurang dibayar. 

 

BAB XII 

PENAGIHAN 

Pasal 16 

 

(1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar 

ditagih dengan menggunakan STRD. 

(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran. 

(3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang 

sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan 

retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak 

tanggal jatuh tempo pembayaran. 

(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal 

Surat Teguran/Peringatan/Surat lain  yang  sejenis, 

wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. 

(5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh 

pejabat yang ditunjuk. 
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(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan 

dan penerbitan Surat Teguran/ Peringatan/Surat lain 

yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati. 
 

BAB XIII  

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN   

PEMBEBASAN RETRIBUSI 

Pasal  17 
 

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan 

pembebasan Retribusi. 

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan 

memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.  

(3) Tata cara Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi 

ditetapkan dangan Peraturan Bupati 

 

BAB XIV 

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI 

YANG KEDALUWARSA 

Pasal 18 

(1) Hak untuk melakukan penagihan  retribusi menjadi 

kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun 

terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika 

wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang 

retribusi. 

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika : 

a. diterbitkan Surat Teguran; atau 

b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, 

baik langsung maupun tidak langsung. 

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan 

dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran 

tersebut. 
 

(4)  Pengakuan utang retribusi secara langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah 

wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan 

masih mempunyai utang retribusi dan belum 

melunasinya kepada Daerah. 

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 

diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan 

oleh Wajib Retribusi. 
 

 
[  
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Pasal 19 

 
 

(1)  Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi 

karena hak untuk melakukan penagihan sudah 

kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2)  Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang 

Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan 

piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur 

dengan Peraturan Bupati. 

 

 

BAB XV 

 KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 20 

 

(1)  Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai 

Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di 

bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

(2)  Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 

Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang 

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3)  Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada       

ayat (1) adalah : 

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti 

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak 

pidana di bidang retribusi agar keterangan atau 

laporan tersebut menjadi  lebih lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan 

mengenai orang pribadi atau  Badan tentang 

kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 

dengan tindak  pidana  di bidang retribusi; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 

pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak 

pidana di bidang retribusi; 

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi; 
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e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan 

bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen 

lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan 

bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 

pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di 

bidang retribusi; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 

pemeriksaan sedang  berlangsung dan memeriksa 

identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang 

dibawa; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 

pidana retribusi; 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 

diperiksa sebagai tersangka atau  saksi; 

j. menghentikan penyidikan; dan/atau 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk 

kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang 

Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memberitahukan dimulainya penyidikan dan 

menyampaikan hasil penyidikannya melalui Penyidik 

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana. 

BAB XVI  

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 21 

 

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sehingga 

merugikan keuangan Daerah diancam pidana 

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana 

denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi 

terutang yang tidak atau kurang bayar. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah pelanggaran. 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan penerimaan negara. 
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BAB XVII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 22 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Maluku Tengah. 

 

Ditetapkan di Masohi 

pada tanggal  14 Maret 2022                           

BUPATI MALUKU TENGAH, 

 

         ttd 

 

 

   TUASIKAL  ABUA  
 

Diundangkan di Masohi 

pada tanggal 14 Maret 2022                           
 

SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH 

 

ttd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAKIB SAHUBAWA 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2022        

NOMOR 215. 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH, PROVINSI 

MALUKU 1/8/2022. 
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PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH MALUKU TENGAH 

NOMOR  1  TAHUN  2022  

TENTANG  

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN 

 

 

I. UMUM 

 

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka 

Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan 

pungutan retribusi jasa usaha kepada orang pribadi atau Badan 

atas pelayanan penyediaan TPI dan fasilitas lain yang disediakan 

di tempat pelelangan ikan dari Pemerintah Daerah sebagaimana 

diatur dalam Pasal 130 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Pelayanan Penyediaan TPI untuk meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan nelayan/petani ikan melalui pencapaian harga ikan 

yang wajar, yang dapat melindungi nelayan/petani ikan dari 

persaingan yang tidak sehat yang banyak dilakukan oleh para 

pedagang maupun tengkulak. Adanya pembelian ikan secara 

terbuka dengan cara lelang akan melepaskan nelayan/petani ikan 

dari cara-cara pembelian yang tidak sehat serta ikatan dari para 

pengijon atau pelepas uang yang selama ini telah banyak 

mengikat dan merugikan para nelayan. 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelayanan 

penyediaan TPI dikategorikan sebagai salah satu jenis pelayanan 

yang menjadi objek retribusi jasa usaha. Pelayanan yang 

diberikan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelayanan 

penyediaan TPI tersebut membutuhkan peran serta masyarakat 

melalui pembayaran retribusi atas pelayanan yang diperolehnya. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah tentang 

Retribusi Tempat Pelelangan pada Tempat Pelelangan Ikan. 

 

II. PASAL DEMI PASAL  

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 
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Pasal 3 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “fasilitas lain” antara lain : 

a. timbangan kodok; 

b. timbangan duduk; 

c. keranjang ikan; 

d. fasilitas kebersihan; dan 

e. sanitasi  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Ayat (1) 

 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

 

Yang dimaksud dengan dialokasikan untuk 

pemeliharaan  TPI  adalah dana  yang  

dipergunakan untuk penyediaan, perbaikan

 dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana

 TPI seperti bangunan gedung dan sarana  

lelang,  air  bersih serta sarana kebersihan TPI. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan dialokasikan untuk 

Penyelenggaraan pelelangan ikan adalah dana

 yang digunakan sebagai upah bagi 

petugas-petugas (pencatat, petugas lelang dan 

lainnya) dari kelompok penyelenggara TPI 

Pasal 9 

Cukup jelas. 
 

Pasal 10 

Cukup jelas. 
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Pasal 11 

Yang dimaksud dengan “Masa Retribusi” adalah suatu jangka 

waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib 

Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

 

 


